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GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN KABUPATEN

2.1 Gambaran Singkat Mengenai Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah
Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) adalah bentuk lembaga
perwakilan rakyat (parlemen) daerah (provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia yang
berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah bersama dengan
pemerintah daerah. DPRD diatur dengan undang-undang, terakhir melalui

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 20009.

DPRD berkedudukan di setiap wilayah administratif, yaitu:

» Dewan perwakilan rakyat daerah provinsi (DPRD provinsi), berkedudukan
di ibukota provinsi.

+ Dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten (DPRD kabupaten),
berkedudukan di ibukota kabupaten.

+ Dewan perwakilan rakyat daerah kota (DPRD kota), berkedudukan di

kota.

DPRD merupakan mitra kerja kepala daerah (gubernur/bupati/wali kota).
Sejak diberlakukannya UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
kepala daerah tidak lagi bertanggung jawab kepada DPRD, karena dipilih
langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala

daerah.
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DPRD memiliki fungsi :

» Legislasi, berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah.
« Anggaran, Kewenangan dalam hal anggaran daerah (APBD.)
* Pengawasan, Kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan

lainnya serta kebijakan pemerintah daerah.

Tugas dan wewenang DPRD adalah:

» Membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah.

* Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah
mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang diajukan
oleh kepala daerah.

* Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan
APBD.

* Mengusulkan:

o Untuk DPRD provinsi, pengangkatan/pemberhentian
gubernur/wakil gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam
Negeri untuk mendapatkan pengesahan
pengangkatan/pemberhentian.

o Untuk DPRD kabupaten, pengangkatan/pemberhentian
bupati/wakil bupati kepada Gubernur melalui Menteri Dalam
Negeri.

o Untuk DPRD kota, pengangkatan/pemberhentian wali kota/wakil
wali kota kepada Gubernur melalui Menteri Dalam Negeri.

* Memilih wakil kepala daerah (wakil gubernur/wakil bupati/wakil wali

kota) dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah.
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* Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah
terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.

* Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang
dilakukan oleh pemerintah daerah.

+ Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah.

* Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain
atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.

+ Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

* Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan

peraturan perundang-undangan.

DPRD memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan
pendapat. Anggota DPRD memiliki hak mengajukan rancangan peraturan daerah,
mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih,
membela diri, imunitas, mengikuti orientasi dan pendalaman tugas, protokoler,

serta keuangan dan administratif.

DPRD berhak meminta pejabat negara tingkat daerah, pejabat pemerintah
daerah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan. Jika
permintaan ini tidak dipatuhi, maka dapat dikenakan panggilan paksa (sesuai
dengan peraturan perundang-undangan). Jika panggilan paksa ini tidak dipenuhi
tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera paling lama 15 hari

(sesuai dengan peraturan perundang-undangan).
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2.2 Profil DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara

Gambar 2.1 Logo DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara

Nama Instansi Sekretariat DPRD Minahasa Tenggara
Bidang Intansi Pemerintahan
Sekretaris Dewan Drs. Robby Sumual, MM
Kantor JI.Ringroad Lowu I, Kecamatan
Ratahan, Kabupaten Minahasa
Tenggara
Telp : +6431-3174729
Fax : +6431- 3174729
Website www.dprd-mitrakab.go.id

Tabel 2.1. Profil Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara

2.3  Struktur Organisasi
Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Minahasa Tenggara dapat

dijabarkan sebagai berikut.
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Gambar 2.2. Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa tenggara

Berdasarakan strukutur organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa

Tenggara, penulis berada dibawah Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat

sebagai Web Developer.
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